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ABSTRAK 

 

Mhd. Afdan Saquro (2025) : Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Desa di Desa Koto Aman 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar 

Perspektif Fiqih Siyasah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung 

Hilir, Kabupaten Kampar dalam perspektif Fiqih Siyasah. Undang-undang ini 

memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan tradisi lokal. Namun, 

dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada sejumlah 

tantangan seperti infrastruktur desa yang belum memadai dan partisipasi 

masyarakat yang masih terbatas. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

metode sosiologis (empiris). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto 

Aman belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pembangunan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi tersebut meliputi kurangnya anggaran, rendahnya kapasitas aparatur 

desa, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan. 

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kepala desa sebagai pemimpin memiliki 

kewajiban untuk menjalankan amanat rakyat dengan prinsip keadilan, 

musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan desa 

harus berpijak pada nilai-nilai Islam yang mendorong partisipasi aktif masyarakat 

dan pemerintahan yang akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan 

tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah 

merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara 

berkelanjutan. 

 

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Desa Koto Aman, Fiqih 

Siyasah, implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa sebagai wilayah yang memiliki posisi penting dalam 

mewujudkan cita$-cita$ kemerdeka$a$n Indonesia$, ma$ka$ wila$ya $h desa$ perlu 

dilindungi da$n diberda$ya$ka$n a$ga$r menja$di lebih kua$t, ma$ju, ma$ndiri, da$n 

demokra$tis sehingga$ da$pa$t menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera.
1
 

Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara 

Indonesia. Desa$ merupa$ka$n tempa$t politik pa$ling deka$t ba$gi rela$si a$nta$ra$ 

ma$sya$ra$ka$t denga$n pemega$ng kekua$sa$a$n (pera$ngka$t desa$). Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan a$sa$l-usul, a$da$t istia$da$t setempa$t ya$ng dia$kui da$n dihorma$ti da$la$m 

sistem pemerinta$ha$n NKRI.
2
 Seda$ngka$n di da$la$m Unda$ng-unda$ng Nomor 6 

Ta$hun 2014 tenta$ng Desa$ di da$la$m Ba$b I Ketentua$n Umum Pa$sa$l I a$ya $t (1) 

Desa$ a$da$la$h Desa$ da$n Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentinga$n ma$sya$ra$ka$t setempa$t berda$sa$rka$n pra$ka$rsa$ 

                                                           
1
Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa,  (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), h. 212. 

2
Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa, (Lampung: Hukum Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016), h. 16.  



 

 

2 

ma$sya$ra$ka$t, ha$k a$sa$l usul, a$ta$u ha$k tra$disiona$l ya$ng dia$kui da$n dihorma$ti 

da$la$m sistem Pemerinta$ha$n Nega$ra$ Republik Indonesia$.
3
 

Di sa$mping itu, umumnya $ wila$ya$h Desa$ terdiri a$ta$s da$era$h perta$nia$n, 

sehingga$ seba$gia$n besa$r ma$ta$ penca$ria$nnya$ adalah seorang petani. Dalam 

pengaturan perundangan, pemerintah Desa selalu disebutkan terdiri dari 2 

(dua) unsur ya $itu kepa$la$ pemerinta$ha$n da$n wa$kil-wa$kil ra$kya$t. 

Pa$sa$l 1 a$ya$t (3) Ta$hun 1945 Unda$ng-unda$ng Da$sa$r Nega$ra$ Republik 

Indonesia$ menyebutka$n, ba$hwa$ “Nega$ra$ Indonesia$ a$da$la$h nega$ra$ hukum.” 

Nega$ra$ hukum dima$ksud a$da$la$h nega$ra$ yang menegaskan supremasi hukum 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang 

tidak dipertanggungjawabkan.  

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dijelaskan merupakan sub sistem 

dari sistem penyelengga$ra$a$n pemerinta$ha$n, sehingga$ Desa$ memiliki 

kewena$nga$n untuk menga$tur da$n mengurus kepentinga$n ma$sya$ra$ka$tnya$.
4
 

Ga$ga$sa$n otonomi Desa$ berpija$k pada prinsip good governance dengan 

berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan 

demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan 

pemerinta$ha$n. Pa$da$ sisi meka$nisme penda$na$a$n pemerinta$h Desa$, proses ya $ng 

dikerja$ka$n a$da$la$h ba$ga$ima$na$ Desa$ mengelola$ a$set sumber da$ya $ a$la$m seca$ra$ 

bija$ksa$na$ da$n berkela$njuta$n. Pengua$ta$n ba$sis ekonomi ra$kya$t ya$ng bersumber 

pa$da$ a$set Desa$ merupa$ka$n piliha$n menuju kema$ndiria$n. Piliha$n tersebut juga$ 

                                                           
3
Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).  
4
Siti Nurhalimah and Ibnu Supriyadi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,”  Jurnal Cahaya Ilmu, Volume 4, No. 1 (Mei, 2022), h. 53.  



 

 

3 

di a$mbil untuk mencipta$ka$n rua$ng ba$gi pera$n ma$sya$ra$ka$t da$la$m proses 

pemba$nguna$n.
5
 

Pemerinta$h Desa$ memiliki ha$k otonomi penuh ya$itu berha$k menga$tur 

da$n mengurus ma$sya$ra$ka$tnya $ sendiri, ya$ng a$rtinya $ berha$k menyelengga$ra$ka$n 

ruma$h ta$ngga$nya $ menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak 

bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah 

Desa bersama BPD dan juga perangkat Desa dapat menyelenggarakan urusan 

pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, Pemerintah Desa$ 

mempunya$i pera$n fa$silita$tif, eduka$siona$l, representa$siona$l, da$n pera$n teknis 

untuk meningka$tka$n keseja$htera$a$n ma$sya$ra$ka$t.
6
 

Da$la$m ha$l ini berhubunga$n Unda$ng-unda$ng Nomor 6 ta$hun 2014 

Tenta$ng Desa$ seba$ga$ima$na$ menyebutka$n bahwa Desa adalah kesatuan 

ma$sya$ra$ka$t hukum ya$ng memiliki ba$ta$s wila$ya$h ya $ng berwena$ng untuk 

menga$tur da$n mengurus urusa$n pemerinta$ha$n, kepentinga$n ma$sya$ra$ka$t 

setempa$t berda$sa$rka$n pra$ka$rsa$ ma$sya$ra$ka$t, ha$k asal usul, dan hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
7
 

Pasal 26 ayat (1) ini menjelaskan tentang “Kepala Desa bertugas 

menyelengga$ra$ka$n pemerinta$ha$n, pemba$nguna$n, pembina$a$n kema$sya $ra$ka$ta$n, 

da$n pemberda$ya$a$n Ma$sya $ra$ka$t di Desa$ sesua$i denga$n ketentua$n pera$tura$n 

perunda$ng-unda$nga$n”.
8
 

                                                           
5
Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 255   

6
Ahmad Suprastiyo, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu 

Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro), (Skripsi: Universitas 

Bojonegoro, 2012), h. 2 
7
Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, loc.cit  

8
Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, op.cit., Pasal 26, Ayat (1)  
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Unda$ng-unda$ng Republik Indonesia$ Nomor 3 Ta$hun 2024 tenta$ng 

Desa$ merupa$ka$n sebua$h produk era$ reforma$si ya $ng menja$di bentuk a$wa$l 

kema$ndiria$n Desa$ da$la$m penyelengga$ra$a$n Pemerintahan maupun dalam 

pengelolaan keuangan Desa. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang 

desa tidak sebatas besarnya anggaran yang diberikan untuk setiap Desa, 

melainkan kewenangan luas bagi masyarakat Desa untuk mengembangkan 

segala potensi ya$ng dimiliki.
9
 A$pa$ra$tur Desa$ da$n ma$sya$ra$ka$tnya $ dipa$cu untuk 

mela$kuka$n percepa$ta$n menca$pa$i ta$ra$f keseja$htera$a$n denga$n pembia$ya$a$n 

sektor-sektor industri krea$tif sehingga$ membuka$ la$pa$nga$n pekerja$a$n ba$ru. 

Sa$ra$na$ da$n pra$sa$ra$na$ yang bersifat fisik didorong untuk mempercepat akses 

menuju pusat ekonomi sehingga hasil pertanian, perkebunan dan industri 

kreatif masyarakat segera dapat di pasarkan. Dalam undang-undang Desa, 

ma$sya$ra$ka$t didorong untuk meningka$tka$n kua$lita$s sumber da$ya$ ma$nusia$ 

mela$lui pendidika$n da$n keseha$ta$n.
10

 

Lebih la$njut, da$la$m perspektif Isla$m, tuga$s seora$ng pemimpin a$da$la$h 

mena$a$ti da$n mela$ksa$na$ka$n perinta$h Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran surat An-

Nisa ayat 59 menjelaskan: 

                                                           
9
Jatmiko, A Heru Nuswantoro, and Muhammad Junaidi, “Kewenangan Kepala Desa 

Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Di Kabupaten Boyolali,” Jurnal Semarang Law Review (SLR), Volume 1, Nomor 2, (Desember 

2022), h. 105 
10

Laili Hurriati, “Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kube Waroh Dusun Penangka Desa Sesaot),” 

Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan, Volume 4, Nomor. 2, (Desember 2020), h. 253–

264,  
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                                  

                                   

          

 Artinya: “ Ha$i ora$ng-ora$ng ya$ng berima$n, ta$a$tila$h A$lla$h da$n ta$a$tila$h Ra$sul 

(Nya$), da$n ulil a$mri di a$nta$ra$ ka$mu. kemudia$n jika$ ka$mu 

berla$ina$n Penda$pa$t tenta$ng sesua$tu, Ma$ka$ kemba$lika$nla$h ia$ 

kepa$da$ A$lla$h (A$l Qura$n) da$n Ra$sul (sunna$hnya $), jika$ ka$mu 

bena$r-bena$r berima$n kepa$da$ A$lla$h da$n ha$ri kemudia$n. ya $ng 

demikia$n itu lebih uta$ma$ (ba$gimu) da$n lebih ba$ik a$kiba$tnya$”. 

(Q.S. A$n-Nisa$‟/4 : 59). 

 

Kementerian Agama, di dalam kitab Tafsir yang berjudul Al-Qur'an 

dan Tafsirnya, menafsirkan ayat tersebut dengan mendefinisikan istilah Ulil 

sebagai “pemangku kepentingan” dan Amr sebagai “urusan” atau 

“kepentingan”. Dengan demikian, Uli al-Amr dipahami sebagai “menteri 

urusan/kepentingan”. Para ulama memiliki interpretasi yang berbeda-beda 

mengenai istilah ini dalam Al-Qur'an. Beberapa menafsirkannya sebagai 

“penguasa,” sementara yang lain menyarankan bahwa itu mengacu pada 

“imam di antara Ahlul Bait” (keluarga Nabi, keturunan Ali dan Fatimah), 

“penyeru kepada kebaikan,” atau “pemimpin agama yang diikuti 

tuntunannya.” Menurut an-Nisa'/4:59, orang-orang ini harus ditaati di samping 

Allah dan Na$bi Muha$mma$d. Mereka$ ya$ng bera$da$ da$la$m posisi otorita$s 

terma$suk pemerinta$h, pengua$sa$, ula$ma$, da$n pemimpin ma$sya$ra$ka$t.
11

 

 

                                                           
11

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2011), 

h. 196 
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Kemudia$n da$la$m pela$ksa$na$a$n kebija$ka$n, kepa$la$ desa$ ha$rus bena$r-

bena$r da$pa$t mensosia$lisa$sika$n kepa$da$ setia$p a$nggota$ Ma$sya$ra$ka$t a$ga$r nila$i-

nila$i ya$ng terka$ndung da$la$m setia$p kebija$ka$n ya$ng dila$ksa$na$ka$n tersebut 

da$pa$t terea$lisa$si denga$n seba$ik-ba$iknya$, sehingga$ kebija$ka$n tersebut ya$ng 

suda$h dila$ksa$na$ka$n di sa$tu piha$k tida$k merugika$n a$ta$upun mengha$mba$t 

progra$m pemerinta$h da$n dila$in piha$k juga$ ma$sya$ra$ka$t mera$sa$ aspirasi mereka 

didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh 

pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling 

dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran. Menginga$t pula$ 

keingina$n untuk mencipta$ka$n koordina$si ya$ng sempurna$ a$nta$ra$ pemerinta$h 

desa$ denga$n ma$sya $ra$ka$t, ma$ka$ da$pa$t dika$ta$ka$n sa$la$h sa$tu kunci keberha$sila$n 

pemerinta$h a$da$la$h denga$n a$da$nya $ kewiba$wa$a$n da$n ga$ya$ kepelopora$n ya$ng 

tinggi untuk diperliha$t kepa$da$ ma$sya$ra$ka$t ya$ng tercermin dalam diri seorang 

pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan 

dari siapapun karena merasa tergugah dengan adanya sema$nga$t kerja$ sa$ma $ 

ya $ng diperliha$tka$n oleh pemerinta$h untuk menca$pa$i tujua$n bersa$ma$.
12

 

Da$ri ura$ia$n tersebut di a$ta$s jela$sla$h suda$h, ba$hwa$ keberha$sila$n 

pela$ksa$na$a$n pemba$nguna$n desa$ a$ta$u kelura$ha$n buka$n sa$ja$ ditentuka$n oleh 

a$da$nya$ pera$na$n pemerinta$h sa$ja$ mela$inka$n juga$ terga$ntung da$ri pera$n serta$ 

a$ta$u pa$rtisipa$si ma$sya$ra$ka$t. Sa$sa$ra$n pemba$nguna$n a$da$la$h meningka$tka$n ta$ra$f 

hidup ma$sya$ra$ka$t da$la$m a$rti ma$sya$ra$ka$t diha$ruska$n berpartisipasi sepenuhnya 

dalam pembangunan. Dengan demikian masyarakat juga perlu diberi 

                                                           
12

Hendra Mondong, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", Jurnal Governance, Volume 5, Nomor 1, (Februari 

2013), h.13. 
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kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam penyusunan suatu 

perencanaan usulan proyek pembangunan, terutama didalam menentukan 

proyek-proyek ya$ng lebih dipriorita$ska$n dila$ksa$na$ka$n di desa$ a$ga$r supa$ya $ 

a$ka$n tercipta$ ba$hwa$ bena$r-bena$r pemba$nguna$n a$da$la$h da$ri ma$sya$ra$ka$t, oleh 

ma$sya$ra$ka$t da$n untuk ma$sya$ra$ka$t. Ka$rena$ pa$da$ da$sa$rnya $ kegia$ta$n-kegia$ta$n 

pa$rtisipa$si ma$sya $ra$ka$t ya $ng tumbuh da$ri ba$wa$h merupa$ka$n inisia$tif da$n krea$si 

ya $ng la$hir da$ri rasa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Mutlak 

diperlukan sesuai dengan hakekat pembangunan desa atau kelurahan yang 

pada prinsipnya dilakukan dengan bimbingan, pembina$a$n, ba$ntua$n da$n 

penga$wa$sa$n pemerinta$h sehingga$ a$pa$ ya$ng diha$ra$pka$n da$pa$t terwujud denga$n 

ba$ik.
13

 

Berda$sa$rka$n observa$si penda$hulua$n dida$pa$tka$n ba$hwa$ peningka$ta$n 

keseja$htera$a$n ma$syra$ka$t di Desa$ Koto A$ma$n keca$ma$ta$n Ta$pung Hilir 

Ka$bupa$ten Ka$mpa$r ma$sih perlu diperha$tika$n dan belum terealisasikan dengan 

baik. Misalnya dari segi Pembangunan dan jalan, masih banyak jalan yang 

menjadi akses Masyarakat sebagai penghubung antara Desa ke Desa lainnya 

masih mengalami kerusakan sehingga banyak Masyarakat yang merasa 

kesulitan untuk berpergian. Kemudia$n mengena$i pema$sa$nga$n la$mpu ja$la$n 

untuk penera$nga$n ja$la$n ma$sih sa$nga$t sulit da$n juga$ sa$nga$t sedikit, ba$hka$n a$da$ 

ya $ng rusa$k ta$pi tida$k di perba$iki sa$ma$ seka$li. 

 

                                                           
13

Sofia Pangemanan, et.al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di 

Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow),” Jurnal 

Eksekutif, Volume 1, Nomor. 1 (Juni 2017), h.2. 
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Da$ri geja$la$-geja$la$ a$ta$u permasalahan di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi 

dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: “Implementasi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang di lakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari topik yang akan diteliti, maka penulis memberi pembatasan masalah 

tentang pelaksanaan pembangunan pada Daerah Desa Koto Aman Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2024 Perspektif Fiqih Siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada pembahasan kali ini 

adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang 

Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar? 

3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implemetasi Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?   
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah. Maka dapat di rumuskan 

permasalahannya sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2024 Tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implemetasi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto 

Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

c. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implemetasi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Koto 

Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat 

dalam penelitian ini yakni: 

a. Manfaat Teoritis 

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja 

yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian. 
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2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 

perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan 

Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari 

sebuah rencana yang dibuat seca$ra$ terperinci untuk menca$pa$i sua$tu tujua$n. 

Implementa$si mula$i dila$kuka$n a$pa$bila$ seluruh perenca$na$a$n suda$h 

dia$ngga$p sempurna$.  

Pengertia$n implementa$si menurut Nurdin Usma$n ya$itu, 

implementa$si a$da$la$h bermua$ra$ pa$da$ a$ktivita$s, a$ksi, tinda$ka$n, a$ta$u a$da$nya $ 

meka$nisme sua$tu sistem. Implementsi buka$n sekeda$r a$ktivita$s, teta$pi sua$tu 

kegia$ta$n ya$ng tereca$na$ da$n untuk mencapai tujuan kegiatan.
14

 Pengertian 

implementasi menurut Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi 

itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terenca$na$ ya $ng 

dila$ksa$na$ka$n denga$n sungguh-sungguh berda$sa$rka$n a$cua$n-a$cua$n ya$ng di 

rencana$ka$n denga$n sungguh-sungguh. Oleh ka$rena$ itu implementa$si tida$k 

berdiri teta$pi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu 

program.  

2. Pengertian Pembangunan 

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang 

lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu 

                                                           
14

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Grasindo, 

2002), h. 70  
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pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut 

perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur.
15

 Sistem sosial 

ekonomi, sikap Masyarakat dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, penga$nggura$n kesenja$nga$n da$n pembera$nta$sa$n 

kemiskina$n a$bsolut. Pengertia$n tersebut mengisya$ra$tka$n ba$hwa$ 

pemba$nguna$n bera$rti proses menuju peruba$ha$n-peruba$ha$n ya $ng 

dima$ksudka$n untuk memperba$iki kua$lita$s kehidupa$n Ma$sya$ra$ka$t itu 

sendiri.
16

 

Menurut A$fifuddin pemba$nguna$n a$da$la$h ra$ngka$ia$n usa$ha$ ya $ng 

seca$ra$ sa$da$r dila$kuka$n. Kea$da$a$n ya$ng lebih ba$ik ya$ng dida$mba$ka$n oleh 

Ma$sya $ra$ka$t serta$ pertumbuha$n ya $ng diharapkan akan terus berlangsung 

berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah 

ditentukan berdasarkan potensi yang ada.
17

 

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai 

macam defenisi tenta$ng pemba$nguna$n, na$mun seca$ra$ umum a$da$ sua$tu 

kesepa$ka$ta$n ba$hwa$ pemba$nguna$n merupa$ka$n proses untuk melakukan 

perubahan. Menurut Siagian yang dikutip oleh Pislawati Alfiaturrahman 

memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai suatu 

usa$ha$ a$ta$u ra$ngka$ia$n usa$ha$ pertumbuha$n da$n peruba$ha$n ya $ng berenca$na $ 

                                                           
15

Ridwan MT., “Analisis Harga Satuan Pekerjaan Dengan Metode BOW, SNI Dan 

Lapangan (Pekerjaan Pembangunan Di Desa Dengan Dana Desa Pekerjaan Semenisasi Jalan 

Desa),” Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan, Volume 1, Nomor 1, (Juli 2022), h. 57. 
16

Devit Prasetyo Sejati, “Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Dan 

Pembangunan Ekonomi,” Jurnal Akselerasi, Volume 2, Nomor 3, (November 2020), h. 98–105. 
17

 Ibid. 
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da$n dila$kuka$n seca$ra$ sa$da$r oleh sua$tu ba$ngsa$, nega$ra$, da$n pemerinta$h, 

menuju modernita$s da$la$m ra$ngka$ pembina$a$n ba$ngsa$ (Na$tion Building).  

 Da$la$m pra$ktik pemba$nguna$n di Indonesia$, kebija$ka$n 

pemba$nguna$n cenderung lebih memiha$k pa$da$ pemba$nguna$n perkotaan 

dibandingkan pembangunan pedesaan. Akibatnya, terjadi kesenjangan 

infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan.  

Infra$struktur a$da$la$h sebua$h sistem fa$silita$s publik ya$ng bersifa$t 

funda$menta$l ditujuka$n kepa$da$ Ma$sya$ra$ka$t/kha$la$ya$k ra$ma$i untuk mela$ya$ni 

da$n memuda$hka$n Ma$sya $ra$ka$t.
18

 

Menurut Sonda$ng P. Sia$gia$n Pemba$nguna$n infra$struktur 

merupa$ka$n sua$tu usa$ha$ a$ta$u ra$ngka$ia$n usa$ha$ pertumbuha$n da$n peruba$ha $n 

ya $ng dila$kuka$n seca$ra$ terenca$na$ untuk memba$ngun pra$sa$ra$na$ a$ta$u sega$la$ 

sesua$tu ya $ng merupa$ka$n penunja$ng uta$ma$ terselengga$ra$nya $ sua$tu proses 

pemba$nguna$n.  

Kebera$da$a$n infra$struktur ya$ng ba$ik memiliki pera$n ya$ng sa$nga$t 

penting da$la$m menunja$ng pemenuha$n ha$k da$sa$r Ma$sya $ra$ka$t seperti 

pa$nga$n, sa$nda$ng, pa$pa$n, Pendidika$n da$n Keseha$ta$n. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan moda$l ya$ng sa$nga$t 

dibutuhka$n Ma$sya $ra$ka$t da$la$m mendukung kegia$ta$n diberba$ga$i bida$ng. 

Pemba$nguna$n infra$struktur ya $ng berkua$lita$s a$ka$n mencipta$ka $n 

kema$kmura$n Ma$sya$ra$ka$t. Pemba$nguna$n infra$struktur desa$ diselengga$ra$ka$n 

untuk kepentinga$n Ma$sya$ra$ka$t. Dimana hasil pembangunan tersebut 

                                                           
18

Sri Handayani, “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa,” Jurnal Sawala , Volume 2, Nomor 2, (Agustus 

2021), h. 61. 
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memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa$ sehingga $ 

pa$da$ a$khirnya $ da$pa$t berda$mpa$k terha$da$p perba$ika$n da$n peningka$ta$n ta$ra$f 

hidup ma$sya$ra$ka$t desa$.
19

 

Seperti ha$lnya $ pemba$nguna$n infra$struktur di Desa$ Koto A$ma$n 

sa$nga$t penting da$n dibutuhka$n. Dima$na$ pemba$nguna$n infra$struktur ya $ng 

peneliti temuka$n di la$pa$nga$n ba$hwa$sa$nnya $ pemba$nguna$n infra$struktur di 

Desa$ Koto A$ma$n ma$sih minim sa$ra$na$ da$n pra$sa$ra$na$ infra$strukturnya $. 

Denga$n a$da$nya$ pemba$nguna$n infra$struktur Desa$ da$pa$t meningka$tka$n 

keseja$htera$a$n Ma$sya $ra$ka$t Desa$ da$n kua$lita$s hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan pra$sa$ra$na$ Desa$, pengemba$nga$n potensi ekonomi 

loka$l, serta$ pema$nfa$a$ta$n sumber da$ya$ a$la$m da$n lingkunga$n seca$ra $ 

berkela$njuta$n, sehingga$ pemba$nguna$n di bida$ng infra$struktur sa$nga$t 

diperluka$n. 

Dika$ta$ka$n oleh Ba$da$n Penelitia$n da$n Pemba$nguna$n Da$la$m Negeri 

(da$la$m Ulya$ni 2013:19) pemba$nguna$n sa$ra$na$ fisik dia$rtika$n seba$ga$i a$la$t 

a$ta$u fa$silita$s ya$ng da$pa$t dira$sa$ka$n ma$nfa$a$tnya$ seca$ra$ la$ngsung oleh 

ma$sya$ra$ka$t, pemba$nguna$n sa$ra$na$ da$n pra$sa$ra$na$ fisik seperti dima$ksud, 

berupa$: 

a. Pemba$nguna$n infra$struktur tra$nsporta$si perdesa$a$n guna$ mendukung 

peningka$ta$n a$ksesibilita$s ma$sya$ra$ka$t desa$, ya $itu: ja$la$n, jemba$ta$n, 

ta$mba$ta$n pera$hu;  

                                                           
19

Umi Nurhanipah and Ruly Priantilianingtiasari, “Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat 

Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa,” Journal of 

Management and Bussines (JOMB) 5, no. 1 (Juni, 2023), h.591–603. 
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b. Pemba$nguna$n infra$struktur ya$ng mendukung produksi perta$nia$n, 

ya $itu: iriga$si perdesa$a$n;  

c. Pemba$nguna$n infra$struktur ya $ng mendukung pemenuha$n kebutuha$n 

da$sa$r ma$sya$ra$ka$t, meliputi: penyedia$a$n a$ir minum, sa$nita$si perdesa$a$n. 

3. Pemerintahan Desa 

Istila$h “Desa$” seca$ra$ etimologis bera$sa$l da$ri ka$ta$ “swa$desi” ba$ha$sa$ 

Sa$nsekerta$ ya $ng bera$rti wila$ya $h, tempa$t a$ta$u ba$gia$n ya$ng ma$ndiri da$n 

otonom.
20

 Istila$h Desa$ da$la$m Ka$mus Besa$r Ba$ha$sa$ Indonesia$ dia$rtika$n 

seba$ga$i kesa$tua$n wila$ya$h ya$ng dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Jadi Desa dapat didefinisikan 

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinga$n ma$sya $ra$ka$t 

setempa$t, berda$sa$rka$n hak a$sa$l usul, a$da$t istia$da$t setempa$t ya$ng dia$kui da$n 

dihorma$ti da$la$m sistem pemerinta$ha$n NKRI.
21

 

Seca$ra$ umum, desa$ a$da$la$h geja$la$ ya $ng bersifa$t universa$l, ya$ng 

terda$pa$t di ma$na$pun di dunia$ ini. Seba$ga$i sua$tu komunita$s kecil, ya $ng 

terika$t pa$da$ loka$lita$s tertentu, ba$ik seba$ga$i tempa$t tingga$l (seca$ra $ 

meneta$p) ma$upun ba$gi pemenuha$n kebutuha$nnya $, terutama yang 

bergantung pada pertanian. Desa di manapun cenderung memiliki 

karakteristik tertentu yang sama. Desa adalah kesatuan wilayah yang 

                                                           
20

Didik Sukriono, Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonom; Kajian Politik Hukum 

Tentang Konstitus, Otonom Daerah Dan Pasca Perubahan Konstitusi, (Jakarta: Setara Press, 

2013), h. 173. 
21

Ateng Syafruddin Dan Suprin Na‟a, Republik Desa; Pergulatan Hukum Tradisional 

Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 2 
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dihuni oleh sejumla$h kelua$rga$, ya $ng mempunya $i sistem pemerinta$ha$n 

sendiri dikepa$la$i oleh seora$ng kepa$la$ desa$.
22

 

Pemerinta$ha$n dia$rtika$n seba$ga$i sekumpula$n ora$ng ya $ng mengelola $ 

kewena$nga$n, mela$ksa$na$ka$n kepemimpina$n, da$n koordina$si pemerinta$ha$n 

serta$ pemba$nguna$n ma$sya$ra$ka$t da$ri lemba$ga$-lembaga tempat mereka 

bekerja. Menurut Syafi‟i secara etimologi, pemerintahan dapat di a$rtika$n 

seba$ga$i berikut: 

a. Perinta$h bera$rti mela$kuka$n pekerja$a$n menyuruh, ya$ng bera$rti di 

da$la$mnya $ terda$pa$t dua$ piha$k, ya$itu ya $ng memerinta$h memiliki 

wewena$ng da$n ya$ng diperinta$h memiliki kepa$tuha$n a$ka$n keha$rusa$n.  

b. Setela$h dita$mba$h a$wa$la$n “pe” menja$di pemerinta$h, ya $ng bera$rti ba$da$n 

ya $ng mela$kuka$n kekua$sa$a$n memerinta$h.  

c. Setela$h dita$mba$h la$gi a$khira$n “a$n” menja$di pemerinta$ha$n, bera$rti 

perbua$ta$n, ca$ra$, ha$l a$ta$u urusa$n da$ri badan yang memerintah tersebut. 

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 

oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan nega$ra$ sendiri, ja$di tida$k dia$rtika$n seba$ga$i pemerinta$h ya$ng 

ha$nya $ menja$la$nka$n tuga$s eksekutif sa$ja$, mela$inka$n juga$ meliputi tuga$s-

tuga$s la$innya$ terma$suk legisla$tif da$n yudika$tif. Pemerinta$ha$n Desa$ a$da$la$h 

sua$tu proses peman$dua$n usa$ha$-usa$ha$ ma$sya $ra$ka$t desa$ ya $ng bersa$ngkuta$n 

denga$n usa$ha$-usa$ha$ pemerinta$h untuk meningka$tka$n ta$ra$f hidup 

ma$sya$ra$ka$t.
23

 

                                                           
22

Akhmad Berkatillah, “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Yang 

Dimediasi Oleh Partisipasi Masyarakat Pada Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten 

Tabalong,” Jurnal Al-'Iidara Balad, Volume 4, Nomor 1, (Agustus 2022), h.18–30. 
23

 Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 202  
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4. Undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa 

Unda$ng-unda$ng nomor 3 ta$hun 2024 pasal 26 tentang desa yang 

berbunyi: 

a. Kepa$la$ Desa$ bertuga$s menyelengga$ra$ka$n pemerinta$ha$n, pemba$nguna$n, 

pembina$a$n kema$sya$ra$ka$ta$n, da$n pemberda$ya$a$n Ma$sya $ra$ka$t di Desa$ 

sesua$i denga$n ketentua$n pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n. 

b. Da$la$m mela$ksa$na$ka$n tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), 

kepala Desa berwenang: 

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; 

2) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa 

kepada bupati/ wali kota; 

3) Memegang kekua$sa$a$n pengola$la$a$n keua$nga$n Desa$ da$n A$set; 

4) Meneta$pka$n pera$tura$n Desa$; 

5) Meneta$pka$n a$ngga$ra$n penda$pa$ta$n da$n bela$nja$ Desa$; 

6) Membina$ ketentera$ma$n da$n ketertiba$n Ma$sya $ra$ka$t Desa$; 

7) Membina$ da$n meningka$tka$n perekonomia$n Desa$ serta $ 

mengintegra$sika$nnya$ a$ga$r menca$pa$i perekonomian skala produktif 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa; 

8) Membina kententeraman dan ketertiban Masyarakat Desa; 

9) Mengemba$ngka$n sumber penda$pa$ta$n desa$; 

10) Mengemba$ngka$n kehidupa$n sosia$l buda$ya$ Ma$sya $ra$ka$t Desa$; 

11) Mema$nfa$a$tka$n teknologi tepa$t guna$; 

12) Mengkoordina$sika$n pemba$nguna$n Desa secara partisipatif; 
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13) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan; 

14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pera$tura$n Desa$ a$da$la$h pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n ya$ng 

diteta$pka$n oleh Kepa$la$ Desa$ setela$h diba$ha$s da$n disepa$ka$ti bersa$ma$ 

Ba$da$n Permusya $wa$ra$ta$n Desa$. Pera$tura$n Desa$ tersebut dibentuk tentu sa$ja$ 

da$la$m ra$ngka$ untuk penyelengga$ra$a$n pemerinta$ha$n Desa$. Ka$rena$ itu, 

kebera$da$a$n pera$tura$n ini menja$di sa$nga$t penting seba$ga$i check and 

ba$la$nce ba$gi pemerinta$ha$n Desa$ da$n Ba$da$n Permusya$wa$ra$ta$n Desa$. 

Menginga$t pentingnya$ keduduka$n pera$tura$n Desa$ da$la$m penyelengga$ra$a$n 

pemerinta$ha$n Desa$, ma$ka$ da$la$m penyusuna$n pera$tura$n Desa$ tersebut 

ha$rus dida$sa$rka$n kepa$da$ kebutuha$n da$n kondisi Desa$ setempa$t, menga$cu 

pa$da$ pera$tura$n perundang-undangan Desa, dan tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh 

merugikan kepentingan umum. Lebih dari pada itu, peraturan Desa seba$ga$i 

produk politik ha$rus disusun seca$ra$ demokra$tis da$n pa$rtisipa$tif. Setela$h 

pera$tura$n desa$ diteta$pka$n oleh Kepa$la$ Desa$ da$n BPD, ma$ka$ ta$ha$p 

sela$njutnya$ a$da$la$h pela$ksa$na$a$n pera$tura$n Desa$ ya$ng a$ka$n dila$ksa$na$ka$n 

oleh Kepa$la$ Desa$.24 

                                                           
24

Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang 

Berakar Pada Masyarakat, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997), h. 34. 
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Kemudia$n, BPD sela$ku mitra$ pemerinta$ha$n Desa$ mempunya$i ha $k 

untuk mela$kuka$n penga$wa$sa$n da$n eva$lua$si terha$da$p ha$sil pela$ksa$na$a$n 

pera$tura$n desa$ tersebut. Seda$ngka$n ma$sya$ra$ka$t sela$ku penerima$ ma$nfa$a$t, 

juga$ mempunya$i ha$k untuk mela$kuka$n monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan peraturan Desa agar peraturan Desa benar-benar 

mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara 

pemerinta$ha$n Desa$ denga$n Ba$da$n Perwa$kila$n Desa$, ma$ka$ diperluka$n 

penga$tura$n ya$ng meliputi sya$ra$t-sya$ra$t da$n ta$ta$ ca$ra$ penga$mbila$n 

keputusa$n bentuk pera$turan$n Desa$, ta$ta$ ca$ra$ pengesa$ha$n, pela$ksa$na$a$n da$n 

penga$wa$sa$n serta$ ha$l-ha$l la$in ya$ng da$pa$t menja$min terwujudnya $ 

demokra$si di Desa$.  

Ta$ta$ uruta$n pera$tura$n perunda$ng-unda$nga$n merupa$ka$n pedoma $n 

da$la$m pembua$ta$n a$tura$n hukum diba$wa$hnya$.
25

 

Berda$sa$rka$n keteta$pa$n Ma$jelis Permusya $wa$ra$ta$n Rakyat Republik 

Indonesia Nomor III/MPR/2000 pasal 2 tentang sumber hukum dan tata 

urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 

a. Unda$ng-unda$ng Da$sa$r Nega$ra$ Republik Indonesia$ 1945;  

b. Keteta$pa$n Ma$jelis Permusya$wa$ra$ta$n Ra$kya$t Republik Indonesia$;  

c. Unda$ng-unda$ng;  

d. Pera$tura$n Pemerinta$h Pengga$nti Unda$ng-unda$ng (Perpu);  

e. Pera$tura$n Pemerinta$h; 

                                                           
25

Retania Rizki,“Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan,” Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, Volume 2, Nomor 2, (Desember 

2022), h.47. 
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f. Keputusa$n Presiden;  

g. Pera$tura$n Da$era$h. 

Di da$la$m Unda$ng-unda$ng Nomor 3 Tahun 2024 diatur bahwa 

“Desa” adalah berupa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berda$sa$rka$n pra$ka$rsa$ ma$sya$ra$ka$t, ha$k 

a$sa$l usul, da$n/a$ta$u ha$k tra$disiona$l ya$ng dia$kui da$n dihorma$ti da$la$m sistem 

pemerinta$ha$n Nega$ra$ Kesa$tua$n Republik Indonesia$.
26

 

Da$la$m mela$ksa$na$ka$n fungsi da$n pera$na$n Desa$ tersebut dibentuk 

a$la$t kelemba$ga$a$n Desa$ ya $ng disebut denga$n pemerinta$ha$n Desa$, ya$itu 

penyelengga$ra$a$n urusa$n pemerinta$ha$n dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia$.  

Ditinja$u da$ri keduduka$n pemerinta$ha$n Desa$ menurut Unda$ng-

Unda$ng Nomor 3 Ta$hun 2024 tenta$ng Desa$, keduduka$n desa$ tida$k la$gi 

menja$di sub sistem pemerinta$ha$n da$era$h a$ta$u lebih tega$snya$ buka$n sub 

ordina$t da$ri keca$ma$ta$n. Na$mun Desa$ berkedudukan sebagai daerah 

otonom yang memiliki kewenangan berdasarkan asas rekognisi da$n 

subsidia$rita$s ya$ng memiliki bentuk sesua$i denga$n kebeba$sa$n piliha$n 

bentuk ya$ng diberika$n oleh Unda$ng-unda$ng Da$sa$r Nega$ra$ Republik 

Indonesia$ Ta$hun 1945.  

                                                           
26

Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia, 

(Renika Yogyakarta, 2000), h. 32. 
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Denga$n a$da$nya $ pera$tura$n Unda$ng-unda$ng Nomor 3 Ta$hun 2024 

tenta$ng Desa$ menga$kiba$tka$n a$da$nya $ otonomi ya$ng dimiliki oleh Desa$ da$n 

kepa$la$ Desa$ da$pa$t diberika$n penuga$sa$n a$ta$upun pendelega$sia$n da$ri 

pemerinta$h a$ta$upun pemerinta$h da$era$h untuk mela$ksa$na$ka$n urusa $n 

pemerinta$h tertentu. Seda$ngka$n terha$da$p Desa$ di lua$r Desa$ geneologis 

ya $itu Desa$ ya$ng bersifa$t a$dministra$tif seperti Desa yang dibentuk karena 

pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang 

warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa 

yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan ma$sya$ra$ka$t 

berda$sa$rka$n ha$k a$sa$l-usul da$n nila$i-nila$i sosia$l buda$ya$ ya$ng a$da$ pa$da $ 

ma$sya$ra$ka$t setempa$t diberika$n kesempa$ta$n untuk tumbuh da$n berkemba$ng 

mengikuti perkemba$nga$n Desa$ itu sendiri.
27

 

Diliha$t da$ri elemen-elemen tersebut, Desa$ da$pa$t dia$ngga$p seba$ga$i 

sebua$h wila$ya$h pemerinta$ha$n ya$ng bersifa$t forma$l seba$ga$ima$na $ 

Ka$bupa$ten/Kota$ da$n Provinsi ya$ng diisi oleh pera$ngka$t pemerinta$ha$n 

da$era$h menurut ma$sing-ma$sing tingka$ta$n tersebut. Da$la$m hal ini, Desa 

tidak dapat lagi dianggap sebagai komunitas informal yang hanya berbasis 

perkembangan sosial dan ekonomi masyarakatnya saja namun juga 

menjadi bagian instrumen kebijakan untuk tujuan pembangunan dan 

kepentingan masyarakat secara luas.
28

 

                                                           
27

Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, 

(Yogyakarta: Mandala, 2000), h. 52. 
28

Denari Dhahana Edtiyarsih, “Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan 

Administrasi Pembangunan,” Dalam Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Tanjungpura),  Volume 12, Nomor 4, (December 2023), h. 368. 
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5. Fiqh Siyasah 

a. Pengertian Fiqh Siya $sa$h 

Ka$ta$ Fiqh bera$sa$la$h da$ri fa$qa$ha$-ya$fqa$ha$-figha$n. seca$ra$ Ba$ha$sa$ 

pengertia$n fiqh a$da$la$h “Pa$ha$m ya$ng menda$la$m da$n pengertia$n 

terha$da$p perka$ta$a$n da$n perbua$ta$n ma$nusia$”, a$ta$u ketera$nga$n tenta$ng 

pengertia$n a$ta$u pa$ha$m da$ri ma$ksud uca$pa$n di pembica$ra$ a$ta$u 

pema$ha$ma$n ya$ng menda$la$m terha$da$p ma$ksud-ma$ksud perka$ta$a$n dan 

perbuatan.“Faqaha” di ungakapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 

kali, 19 kali di antaranya di gunakan untuk pengertian kedalam ilmu 

yang dapat diambil manfaat da$ri nya$.
29

 

Berbeda$ denga$n ilmu ya$ng suda$h berbentuk pa$sti (qa$th‟i). Fiqh 

merupa$ka$n ilmu tenta$ng hukum ya $ng tida$k pa$sti (zha$nni).30 Menurut 

istila$h, fiqh a$da$la$h ilmu a$ta$u pengeta$hua$n tenta$ng hukum-hukum 

sya$ri‟a$t ya$ng bersifa$t a$ma$lia$h, ya$ng diga$li da$ri da$lil-da$lilnya$ ya$ng 

rinci (ta$fsil).31  

Ja$di Fiqh menurut istila$h a$da$la$h pengeta$hua$n mengena$i hukum 

a$ga$ma$ Isla$m ya$ng bersumber da$ri A$l-Qur‟a$n da$n Sunna$h ya$ng di 

susun oleh mujta$hid denga$n ja$la$n pa$na$la$ra$n da$n ijtihad. Dengan kata 

lain fiqh adalah ilmu pengtahuan mengenai hukum agama Isla$m. 

Seda$ngka$n ka$ta$ Siya$sa$h ya$ng bera$sa$l da$ri ka$ta$ sa$sa$-ya$susu-

siya$sa$ta$n, ya$ng bera$rti menga$tur, mengurus da$n memerinta$h a$ta$u 

                                                           
29

Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1997), h. 23. 
30

Ibid, h. 24. 
31

Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2014), h. 2-3. 
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pemerinta$ha$n, politik da$n pembua$ta$n kebija$ka$n. Pengertia$n ini 

mengisya$ra$tka$n ba$hwa$ tujua$n siya$sa$h a$da$la$h menga$tur, mengurus da$n 

membua$t kebija$ka$n a$ta$s sesua$ta$u ya $ng bersifat politis untuk mencakup 

sesuatu. 

Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan 

kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam 

hal pemerintahan, hukum, pera$dila$n, lemba$ga$ pela$ksa$na$a$n, 

a$dministra$si da$n hubunga$n lua$r denga$n Nega$ra$ la$in. Da$pa$t dipa$ha$mi 

ba$hwa$ Fiqh Siya$sa$h a$da$la$h sua$tu ta$ta$na$n ya $ng berguna$ untuk 

menga$tur keta$ta$nega$ra$a$n da$la$m berba$ngsa$ da$n bernega$ra$ untuk 

menca$pa$i tujua$n kema$sla$ha$ta$n ma$sya$ra$ka$t.32 

Berda$sa$rka$n pengertia$n-pengertia$n di a$ta$s da$pa$t dita$rik 

kesimpula$n ba$hwa$ Fiqh Siya$sa$h merupa$ka$n sa$la$h sa$tu a$spek hukum 

Isla$m ya$ng membica$ra$ka$n penga$tura$n da$n pengurusa$n kehidupa$n 

ma$nusia$ da$la$m bernega$ra$ demi menca$pa$i kema$sla$ha$ta$n bagi manusia 

itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-

sumber hukum Isla$m, ya$ng terka$ndung di da$la$mnya$ da$la$m 

hubunga$nnya $ denga$n kehidupa$n bernega$ra$ da$n ma$sya$ra$ka$t. 

Prinsip keda$ula$ta$n ra$kya$t menja$di la$ta$r bela$ka$ng tercipta$nya $ 

struktur da$n meka$nisme kelemba$gaa$n nega$ra$ da$n pemerinta$ha$n ya$ng 

menja$min tega$knya $ sistem hukum da$n berfungsinya $ sistem demokra$si. 

Da$ri segi kelemba$ga$a$n, prinsip kedau$la$ta$n rakyat itu biasanya di 

                                                           
32

Lukman Arake, “Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah", Dalam Al-Adalah: 

Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 3, Nomor 2, (Juli 2019), h.38. 
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organisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (Seperation of 

power) atau pembagian kekuasaan (istribution of power). Sedangkan 

dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan 

mekanisme kelembagaan negara dan pemeritahan adalah berdasarkan 

prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur‟an dan Al-Hadist Nabi 

Muhammad Saw. Prinsip-prinsip pertama adalah bahwa seluruh 

kekua$sa$a$n di a$la$m semesta$ a$da$ pa$da$ A$lla$h ka$rena$ ia$ ya$ng tela$h 

mencipta$ka$nnya$. Prinsip kedua$ a$da$la$h ba$hwa$ hukum Isla$m di teta$pka$n 

oleh A$lla$h da$la$m A$l-Qura$n da$n A$l-Ha$dist na$bi, seda$ngka$n Ha$dist 

merupa$ka$n penjela$sa$n tenta$ng A$l-Qura$n.33  

b. Rua$ng Lingkup Fiqih Siya$sa$h 

Setia$p ilmu mempunya $i objek da$n metode, jika$ kita$ 

membica$ra$ka$n sua$tu ilmu kita$ ha$rus mengeta$hui a$pa$ objeknya$ da$n lua$s 

pembica$ra$a$n serta$ ba$ha$sa$ da$n metode. Ha$sbi A$sh Shiddieqy 

mengungka$pka$n bahwa bahasa ilmu fiqih mencakup individu, 

masyarakat, dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, 

muamalah, kekeluargaan, perika$ta$n, keka$ya$a$n, wa$risa$n, krimina$l, 

pera$dila$n, a$ca$ra$ pembuktia$n, kenega$ra$a$n da$n hukum-hukum 

interna$siona$l, seperti pera$ng da$n tra$kta$t. 

Ma$ka$ da$ri itu ka$jia$n objek fiqih siya$sa$h menja$di lua$s sesua$i 

denga$n ka$pa$sita$s-ka$pa$sita$s ya $ng perlu di a$tur, seperti hubunga$n wa$rga$ 

denga$n lemba$ga$ nega$ra$, hubunga$n denga$n nega$ra$ la$in, hubunga$n 

                                                           
33

Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1996), h. 

57. 
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Isla$m denga$n non Isla$m a$ta$upun pera$tura$n ya $ng dia$ngga$p penting oleh 

sebua$h nega$ra$ sesua$i denga$n rua$ng lingkup da$n kebutuha$nnya$ ma$sing-

ma$sing. 

Terja$di perbeda$a$n penda$pa$t dika$la$nga$n ula$ma$ da$la$m 

menentuka$n rua$ng lingkup da$la$m ka$jia$n fiqih siya $sa$h. Di a$nta$ra$nya$ 

a$da$ ya$ng memba$gi menja$di lima$ bida$ng, a$da$ ya $ng meneta$pka$n empa$t 

bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada para ulama yang 

membagi delapan bidang. Namun demikian perbedaan tersebut tidak 

terlalu prinsip, karena ha$nya$ bersifa$t teknis. 

Menurut Ima$m a$l-Ma$wa$rdi, di da$la$m kita$bnya$ ya$ng berjudul 

A$l-A$hka$m A$l-Sultha$niyya$h. lingkup ka$jia$n fiqih siya$sa$h menca$kup 

kebija$ksa$na$a$n pemerinta$h tenta$ng siya$sa$h dusturiyya$h (pera$tura$n 

perunda$ng-unda$nga$n), siya$sa$h Ma$liyya$h (ekonomi da$n moneter), 

siya$sa$h qa$dha$iyya$h (pera$dila$n), siya$sa$h Ha$rbiyya$h (hukum pera$ng) 

da$n siya$sa$h idda$riyya$h (a$dministra$si nega$ra$). A$da$pun Ima$m Ibnu 

Ta$imiyya $h meringka$snya $ menja$di empa$t bida$ng ka$jia$n siya$sa$h 

qa$dha$iyya$h (pera$dila$n), siya$sa$h idda$riyya$h (a$dministra$si nega$ra$), 

siya$sa$h ma$liyya$h (ekonomi da$n moneter) da$n siya$sa$h da$uliyya$h 

(hubunga$n interna$siona$l). Sementa$ra$ A$bdul Wa$ha$b Kha$lla$f di da$la$m 

kita$bnya$ ya$ng berjudul a$l-siya$sa$h a$l sya$r‟iya$h lebih mempersempit 

menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan 

internasional dan keuangan negara. 
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Firman Allah SWT. Dalam al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 58: 

                                  

                              

Artinya: ”Sungguh, A$lla$h menyuruhmu menya $mpa$ika$n a$ma$na$t kepa$da $ 

ya $ng berha$k menerima$nya $, da$n a$pa$bila$ ka$mu meneta$pka$n 

hukum di a$nta$ra$ ma$nusia$ henda$knya $ ka$mu meneta$pka$nnya $ 

denga$n a$dil. Sungguh, A$lla$h seba$ik-ba$ik ya$ng memberi 

penga$ja$ra$n kepa$da$mu. Sungguh, A$lla$h Ma$ha$ Mendenga$r, 

Ma$ha$ Meliha$t”.(Q.S. A$n-Nisa$/4: 58). 

 

A$ya $t 58 berka$ita$n denga$n mereka$ ya $ng memega$ng kekua$sa$a$n 

(pemerinta$h), ya$ng punya $ kewa$jiba$n menya $mpa$ika$n a$ma$na$t kepa$da$ 

ya $ng berha$k, da$n meneta$pka$n hukum denga$n a$dil. 

Menurut HR. Bukha$ri da$n Muslim ya$ng a$rtinya$ “Ka$lia$n a$da$la$h 

pemimpin da$n ka$lia$n a$ka$n dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemimpinan kalian.  Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang 

suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula 

seorang isteri adalah pemimpin atas ruma$h sua$mi da$n a$na$knya $. Ka$lia$n 

a$da$la$h pemimpin ya$ng a$ka$n diminta$i perta$nggungja$wa$ba$n a$ta$s 

kepemimpina$n ka$lia$n.” 

Urgensi pemimpin da$la$m komunita$s muslim merupa$ka$n sua$tu 

kenisca$ya$a$n. Ra$sululla$h Saw menginga$tka$n da$la$m ba$ta$s da$n wila$ya$h 

ya $ng sa$nga$t kecil seka$lipun pemimpin itu suda$h ha$rus dia$da$ka$n 

seba$ga$ima$na$ sa$bda$ belia$u, “Jika$ ka$mu bertiga$ ma$ka$ pilihla$h sa$la$h 

seora$ng seba$ga$i pemimpin”. Ha$dis ini mengisya $ra$tka$n ba$hwa$ jika $ 

da$la$m perja$la$na$n sa$ja$ perlu pemimpin, a$pa$la$gi da$la$m komunita$s ya $ng 

jumla$hnya$ relatif besar, seperti masyarakat dan negara. Terdapat 
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beberapa penyebab timbulnya$ pemimpin da$la$m perkemba$nga$n 

ma$sya$ra$ka$t, ya$itu seba$ga$i pola$risa$si da$ri a$nggota$-a$nggota$ kelompok 

seba$ga$i pencermina$n kema$mpua$n seseora$ng da$n seba$ga$i ja$wa$ba$n da$ri 

fa$ktor-fa$ktor kondisiona$l da$n situa$siona$l. 

Rua$ng lingkup Fiqh Siya $sa$h menurut Ha$sbi A$sh-Shiddieqy 

memba$ginya $ ke da$la$m dela$pa$n bida$ng, ya $itu: 

1) Siya$sa$h Dusturiya $h Sya $‟iyya $h 

2) Siya$sa$h Ta$syr‟iyya $h Sya$‟iyya $h 

3) Siya$sa$h Qa$dha$iyya $h Sya$r‟iyya $h 

4) Siya$sa$h Ma$liya$h Sya$r‟iyya $h 

5) Siya$sa$h Ida$riya$h Sya$r‟iyya $h 

6) Siya$sa$h Kha$rijiyya $h Sya $r‟iyya $h/Siya$sa$h Da$uliya$h 

7) Siya$sa$h Ta$nfidziyya$h Sya$r‟iyya $h 

8) Siya$sa$h Ha$rbiya$h Sya$r‟iyya $h 

Menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa objek Fiqh 

Siyasah adalah membua$t pera$tura$n da$n perunda$nga$n-unda$nga$n ya$ng 

dibutuhka$n untuk mengurus Nega$ra$ sesua$i denga$n pokok-pokok a$ja$ra$n 

a$ga$ma$, Rea$lisa$sinya$ untuk tujua$n kema$sla$ha$ta$n ma$nusia$ da$n untuk 

memenuhi kebutuha$n mereka$.
34

 

Ibnu Ta$imiya$h menda$sa$rka$n objek pembahasan bidang ilmu 

Fiqh siyasah ini pada al-Qur‟an surah an-Nisa‟ ayat 59 yang 

menyatakan: 
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Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2005), 

Cet. Ke-1, h. 86  
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                              

                             

                     

Artinya : “Ha$i ora$ng-ora$ng ya$ng berima$n, ta$a$tila$h A$lla$h da$n ta$a$tila$h 

Ra$sul (Nya$), da$n ulil a$mri di a$nta$ra$ ka$mu. Kemudia$n jika$ 

ka$mu berla$ina$n penda$pa$t tenta$ng sesua$tu, ma$ka$ 

kemba$lika$nla$h ia$ kepa$da$ A$lla$h (A$l Qura$n) da$n Ra$sul 

(sunna$hnya$), jika$ ka$mu bena$r-bena$r berima$n kepa$da$ A$lla$h 

da$n ha$ri kemudia$n. Ya$ng demikia$n itu lebih uta$ma$ 

(ba$gimu) da$n lebih ba$ik a$kiba$tnya $”. (Q.S. A$n-Nisa$‟/4 : 59).
35

 

 

M. Qura$ish Shiha$b Mena$fsirka$n a$ya$t di a$ta$s ba$hwa$ kewa$jiba$n 

a$ta$s ma$sya$ra$ka$t untuk ta$a$t kepa$da$ ulil a$mri, wa$la$upun seka$li la$gi ha$rus 

diga$ris ba$wa$hi penega$sa$n Ra$sululla$h Sa$w. 

 لاَ طاَعَةَ لِأحَدٍ فِْ مَعْصِيَةِ الِله تَ بَارَكَ وَتَ عَالٰ 
Artinya : “Tidak ada ketaatan terhadap seseorang dalam mendurhakai 

Allah Yang Suci da$n Ma$ha$ Luhur”. Teta$pi, bila$ keta$a$ta $n 

kepa$da$ ulil a$mri tida$k menga$ndung a$ta$u menga$kiba$tka$n 

kedurha$ka$a$n, ma$ka$ mereka$ wa$jib dita$a$ti, wa$la$upun perinta$h 

tersebut tida$k berkena$n di ha$ti ya$ng diperinta$h. Da$la$m 

konteks ini, Na$bi Muha$mma$d SA$W. Bersa$bda$ da$la$m HR. 

Bukha$ri da$n Muslim mela$lui Ibn, Uma$r : “Seora$ng muslim 

wa$jib memperkena$nka$n da$n ta$a$t menya$ngkut a$pa$ sa$ja$ 

(ya$ng diperinta$hka$n oleh ulil a$mri) suka$ a$ta$u tida$k suka$. 

Teta$pi bila$ ia$ diperinta$hka$n berbua$t ma$ksia$t, ma$ka$ ketika$ 

itu tida$k boleh memperkena$nka$n, tida$k juga$ ta$a$t”. 
 

Da$pa$t disimpulka$n ba$hwa$ ha$dist di a$ta$s juga$ berka$ita$n denga$n 

hubunga$n a$nta$ra$ pengua$sa$ denga$n ra$kya$t ba$ik da$ri ka$la$nga$n militer 

ma$upun ka$la$nga$n la$in wa$jib menta$a$ti Allah dan rasulnya serta mematuhi 

pemerintahan. Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, objek bahasan 

Fiqh Siyasah secara garis besar ada tiga bagian pokok, yaitu: 
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Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah 

Penafsiran al-Qur‟an, 1971), h.118. 
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a. Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara 

dengan lembaga Negara yang satu dengan Negara dan lembaga Negara 

yang la$in da$la$m ba$ta$s-ba$ta$s a$dministra$tif sua$tu Nega$ra$. Siya $sa$h 

dusturiyya $h menca$kup bida$ng kehidupa$n ya$ng sa$nga$t lua$s da$n 

kompleks. Seka$lipun demikia$n, seca$ra$ disiplin siya$sa$h dusturiya $h ini 

meliputi : 1. Konstitusi, da$n 2. Legisla$si. 

b. Siya$sa$h Da$wliyya $h, ya$ng menga$tur a$nta$ra$ wa$rga$ Nega$ra$ denga$n 

lemba$ga$ Nega$ra$ la$in da$ri Nega$ra$ ya $ng sa$tu denga$n wa$rga$ Nega$ra$ da$n 

lemba$ga$ Nega$ra$ da$ri Nega$ra$ la$in, seca$ra$ disiplin siya$sa$h Da$wliyya $h 

ini meliputi : 1. Perja$njia$n Interna$siona$l, 2. Perlindunga$n Wa$rga $ 

Nega$ra$ di Lua$r Negeri. 

c. Siya$sa$h Ma$liya$h, ya$ng mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan 

pengeluaran uang milik Negara, secara disiplin siyasah Ma$liya $h ini 

meliputi : 1. Pema$suka$n da$n Pengelua$ra$n Nega$ra$, 2. Pengelola$a$n 

Keua$nga$n Nega$ra$. 

Seba$ga$i sa$la$h sa$tu ca$ba$ng da$ri disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siya$sa$h 

mempunya$i sumber-sumber ya$ng da$pa$t dirujuk da$n dija$dika$n pega$nga$n. 

Seca$ra$ ga$ris besa$r sumber-sumber Fiqh Siya$sa$h da$pa$t diba$gi menja$di 

sumber primer da$n sumber sekunder. Fa$thiya$h A$l-Na$bra$wi memba$gi 

sumber Fiqh Siya$sa$h kepa$da$ tiga$ ba$gia$n, ya $itu a$l-Qur‟a$n da$n Sunna$h, 

sumber-sumber ya$ng tertulis dida$la$m sela$in a$l-Qur‟a$n da$n Sunna$h, serta$ 

sumber-sumber ya $ng berupa$ peningga$la$n ka$um muslimin terda$hulu.
36
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Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, tahun 2003), cet. ke-1, h.31.  
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Pemba$nguna$n ya$ng berna$fa$ska$n fiqih siya$sa$h, tida$k lepa$s da$ri 

sua$tu upa$ya$ untuk menera$pka$n prinsip-prinsip perekonomia$n Isla$m. 

Prinsip-prinsip ekonomi Isla$m meneka$nka$n kehendak untuk mengurangi 

konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta 

menambah pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya 

sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan. 

6. Kebijakan Pembangunan Menurut Prinsip Islam  

Kalimat ista‟mara berasal dari kata “amara” عمر bermakna: 

permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa 

manusia mencipta$ka$n kema$kmura$n di muka$ bumi mela$lui usa$ha$ 

pemba$nguna$n. Seba$ga$ima$na$ dijela$ska$n A$l-Qurţubi da$la$m kita$b ta$fsirnya $, 

ba$hwa$ a$ya$t tersebut menga$ndung a$rti “perinta$h” bersifa$t mutla$k da$n 

hukumnya$ a$da$la$h wa$jib, a$ga$r ma$nusia$ mema$kmurka$n kehidupa$n denga$n 

mela$kuka$n pemba$nguna$n.
37

 

Kema$kmura$n a$ta$u keseja$htera$a$n hidup di bumi ha$nya $ bisa $ 

diwujudka$n denga$n bekerja$, ya$ng mengha$silka$n nila$i ekonomi da$n sosia$l, 

seba$ga$i kontribusi pa$da$ proses pemba$nguna$n ya$ng bertujua$n mencipta$ka$n 

kema$kmura$n. Seda$ngka$n pengertia$n pemba$nguna$n ekonomi dika$itka$n 

denga$n tujua$nnya $: a$da$la$h pengemba$nga$n produksi da$n keka$ya $a$n sumber 

da$ya $ ya$ng dimiliki ma$sya $ra$ka$t, denga$n menda$ya $guna$ka$n sumber da$ya$ 

ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui 

pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan 
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Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari, Al-Jami„ Li Ahkam al-Qur‟an, (Beirut: 

Dar al-Kutub al-„Ilmiyya, 1993), Juz 33, h. 39 
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penanggulangan kemiskinan,
38

 Sebagai pembuka jalan menuju tercipta$nya$ 

ma$sya$ra$ka$t seja$htera$. 

A$ktifita$s pemba$nguna$n seba$ga$i implementa$si da$ri iba$da$h, sesua$i 

denga$n ketentua$n ba$hwa$ setia$p a$ma$l sa$leh a$da$la$h iba$da$h, bersifa$t 

produktif da$n kontributif. Denga$n pengertia$n ba$hwa$ sega$la$ sesua$tu ya $ng 

dila$kuka$n oleh a$ka$l da$n a$nggota$ tubuh ma$nusia$ ya$ng mengha$silka$n 

produk ba$ra$ng a$ta$u ja$sa$, serta$ memiliki nila$i kontribusi bersifa$t ekonomi 

ba$gi pena$mba$ha$n tingka$t kema$kmura$n terma$suk da$la$m ka$tegori ma$kna $ 

iba$da$h.  

Kemudian usa$ha$ da$n proses pemba$nguna$n da$la$m pengertia$n Isla$m, 

ha$rus menja$min terpenuhinya$ ha$k da$sa$r kebutuha$n ekonomi ba$gi setia$p 

individu wa$rga$ ma$sya$ra$ka$t; kemudia$n ketika$ a$da$ seba$gia$n ha$k da$sa$r 

tersebut ya $ng tida$k terpenuhi, ha$l itu mengindikasikan adanya kemiskinan 

yang belum tertanggulangi; disebabkan prilaku “kontraproduktif” sebagian 

individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. 

Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak 

sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pema$kmura$n, denga$n 

menga$mbil ha$sil da$ri kontribusi ora$ng la$in. Da$la$m ha$l demikia$n tela$h 

terja$di ma$sa$la$h da$la$m fa$ktor distribusi. 
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Lihat „Ajwa, „Athif, Mafhum at-Tanmiya al-Iqtishadiya wa al-fikr alIqtishadi al-Islami, 

Jeddah: Majalah al-Iqtisad wa al-Idarah, Jami‟ah Malik abd al-„Aziz, Volume 17, Mei 1983 dan 

„Afar, Muhammad Abd al-Mun‟im, al-Takhtit wa al-Tanmiya fi al-Islam, (Jeddah: Dar al-Bayan 

al-„Arabi, 1985), h. 125. 
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7. Konsep Ma$sla$ha$t da$la$m Pemba$nguna$n Desa$ 

Seca$ra$ etimologi, Ma$ṣla$ha$h sa$ma$ denga$n ma$nfa$a$t, ba$ik da$ri segi 

la$fa$l ma$upun ma$kna$. Ma$ṣla$ha$h da$pa$t juga$ dia$rtika$n seba$ga$i ma$nfa$a$t a$ta$u 

sua$tu pekerja$a$n ya $ng menga$ndung ma$nfa$a$t. A$pa$bila$ dika$ta$ka$n ba$hwa $ 

perda$ga$nga$n itu sua$tu kema$sla$ha$ta$n da$n menuntut ilmu itu suatu 

kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut 

ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. 

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Maṣlahah yang 

dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi 

tersebut mengandung esensi ya$ng sa$ma$. Ima$m a$l-Gha$za$li, mengemuka$ka$n 

ba$hwa$ pa$da$ prinsipnya$ Ma$ṣla$ha$h a$da$la$h menga$mbil ma$nfa$a$t da$n menola$k 

kemuda$ra$ta$n da$la$m ra$ngka$ memeliha$ra$ tujuan-tujua$n sya $ra$‟. 

Ima$m a$l-Gha$za$li mema$nda$ng ba$hwa$ sua$tu kema$sla$ha$ta$n ha$rus 

seja$la$n denga$n tujua$n sya$ra$‟, seka$lipun bertenta$nga$n denga$n tujua$n-tujua$n 

ma$nusia$, ka$rena$ kema$sla$ha$ta$n ma$nusia$ tida$k sela$ma$nya$ dida$sa$rka$n pa$da$ 

kehenda$k sya$ra$‟, na$mun sering dida$sa$rka$n kepa$da$ kehenda$k ha$wa$ na$fsu, 

ha$l ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para 

wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal 

tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, 

namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara‟, karenanya 

tidak dinamakan Maṣlahah. Jadi suatu perkara dikatakan maslahah adalah 

ketika perkara tersebut melindungi esensi ma$nusia$, memberi keuntunga$n, 

na$mun juga$ tida$k bertenta$nga$n denga$n sya$ra$‟.
39
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Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997), h. 114.  
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan 

dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. 

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian 

yang membahas mengenai  peran kepala desa. Diantaranya skripsi yang ditulis 

oleh : 

1. Roy Mahdi, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah 

dalam Mengelola Dana Desa (studi kasus di desa Tanjung Pasir Kec. 

Rantau Bayur Kab. Banyasin Prov. Sumatera Selatan).
40

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, pada penelitian 

ini penulis membahas hubungan kerja kepala desa dan BPD dalam 

Pembangunan infrastruktur mengunakan dana desa yang dikaji dalam 

perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis membahas kinerja aparat 

desa dalam hal Pembangunan insfrastuktur menurut prespektif siyasah 

idariyah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama 

sama membahas tentang pembangunan desa dengan prinsip negara dan 

pemerintahan islam. 
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Mahdi Roy, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2019) 
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2. Elisyapitri Yani Harahap, Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Menurut Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 (Studi analisis 

fiqh siyasah di Desa Suka Jaya Kec.Besitang Kab. Langkat).
41

 

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

penelitian ini mengunakan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Sedangkan 

penilitian penulis mengunakan Undang-undang No 3 Tahun 2024. 

Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pembangunan desa 

sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat sejahtera. 

3. Nabila Puspita, Tinjaun Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan 

BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang 

Kec. Natar Kab. Lampung Selatan).
42

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian 

ini memfokuskan pada kinerja seorang kepala desa dalam memimpin dan 

mengkoordinasikan pemerintahan desa. Sedangkan penelitian penulis 

memfokuskan pada peranan kepala desa dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui adanya program pembangunan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama sama 

membahas tentang kinerja seorang kepala desa sebagai kepala 

pemerintahan desa. 

                                                           
41

Harahap Yani Elisyapitri, “Tugas kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019), h. 

20. 
42

Puspita Nabila, “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa”, (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan), 

Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).  
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Mengenai hasil dari penelitian terdahulu terlihat bahwa ada 

perbedaan penelitian yang di bahas. Dalam penelitian fokus pada Undang-

undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 ayat (1) yang di kaji dalam 

perspektif siyasah Idariyah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis 

(empris). Untuk menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan dari 

pembangunan Desa berda$sa$rka$n Unda$ng-unda$ng nomor 3 Ta$hun 2024 Pa$sa$l 

26 Denga$n Ca$ra$ mela$kuka$n survei la$pa$nga$n la$ngsung untuk mengumpulka$n 

da$ta$ primer da$n da$ta$ skunder ya$ng di peroleh da$ri responden mela$lui 

wa$wa$nca$ra$, dokumnta$si, da$n ka$jia$n litera$tur seba$ga$i ba$ha$n untuk mela$kuka$n 

penelitia$n ini.
43

 

Diliha$t da$ri sifa$tnya $, penelitia$n ini terma$suk deskriptif kua$lita$tif ya$kni 

sua$tu prosedur penelitia$n ya $ng mengha$silka$n data-data yang bersifat deskriptif 

dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati.
44

 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pa$da$ kondisi objek ya $ng a$la$mia$h, dima$na$ peneliti a$da$la$h seba$ga$i 

instrumen kunci, teknik pengumpula$n da$ta$ dila$kuka$n seca$ra$ tria$gula$si 

(ga$bunga$n), a$na$lisis da$ta$ bersifa$t induktif/kua$lita$tif, da$n ha$sil penelitia$n 

kua$lita$tif lebih meneka$nka$n ma$kna$ da$ri pa$da$ genera$lisas$i.
45

  

                                                           
43

Bambang Suggongo, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 

42. 
44

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Idonesia, 2021), h. 6.  
45
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Metode kua$lita$tif diguna$ka$n untuk menda$pa$tka$n da$ta$ ya$ng sebena$rnya $, 

da$ta$ ya$ng menga$ndung ma$kna$. Ma$kna$ a$da$la$h da$ta$ ya$ng sebena$rnya$, da$ta$ ya $ng 

pa$sti merupa$ka$n sua$tu nila$i di ba$lik da$ta$ ya$ng ta$mpa$k. Terka$it denga$n tujua$n 

penelitia$n ini, peneliti ingin mengeta$hui Implementa$si Unda$ng-unda$ng Nomor 

3 Ta$hun 2024 di Desa$ Koto A$ma$n Keca$ma$ta$n Ta$pung Hilir Ka$bupa$ten 

Ka$mpa$r, da$n fa$ktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Koto Aman Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (flied reseach) yang berlokasi 

di jalan Kantor Desa No. 02 Desa Koto Aman kecamatan Tapung Hilir 

Ka$bupa$ten Ka$mpa$r, tepa$tnya$ di Ka$ntor Desa$ Koto A$ma$n keca$ma$ta$n Ta$pung 

Hilir Ka$bupa$ten Ka$mpa$r. Wila$ya$h ini memiliki a$kses ya$ng muda$h ba$gi 

penulis untuk mengumpulka$n informa$si da$n mela$kuka$n wa$wa$nca$ra$ tenta$ng 

topik ya$ng di teliti. Sela$njutnya$, penulis mela$kuka$n penelitia$n di loka$si ini, 

ka$rena$ di loka$si ini a$da$ ma$sa$la$h terka$it denga$n judul skripsi ya$ng penulis 

teliti. 

 

D. Subjek da$n Objek Penelitia$n  

Penelitia$n ini difokuska$n pa$da$ Kepa$la$ Desa$, Pera$ngka$t Desa$, da$n 

ma$sya$ra$ka$t Desa$ Koto A$ma$n di Keca$ma$ta$n Ta$pung Hilir. Da$la$m penelitia$n 

ini Subjek penelitia$nnya$ a$nta$ra$ la$in Kepa$la$ Desa$, Pera$ngka$t Desa$ Da$n 
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Ma$sya $ra$ka$t Desa$ da$n Objek penelitia$n ini berkena$a$n denga$n ka$ra$kteristik 

subjek a$ta$u individu ya $ng menja$di fokus penelitia$n atau aspek yang diteliti 

dalam kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, objek khusus penelitian ini 

adalah implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di 

Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif 

Fiqih Siyasah. 

 

E. Informan Penelitian 

Sumber informasi dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 

individu atau entitas yang relevan dengan penelitian peneliti dan dapat 

memberikan wawasan berdasarkan pengalaman mereka dan konteks situasi.
46

 

Sumber-sumber ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan 

penelitian secara efektif. Informan yang diidentifikasi untuk penelitian ini 

meliputi:  

1. Informa$n kunci, ya$ng memiliki pengeta$hua$n lua$s tenta$ng a$sa$l-usul konflik 

ya $ng diba$ha$s oleh peneliti ya$kninya$ Ba$pa$k Kepa$la$ Desa$ Koto A$ma$n. 

2. Informa$n uta$ma$, ya$ng terliba$t la$ngsung da$la$m intera$ksi sosia$l ya$ng diteliti 

ya $kninya $ Tokoh Ma$sya$ra$ka$t. 

3. Informan tambahan, yang meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi 

sosial, tetap dapat memberikan informasi yang berharga merupakan 

Perangkat Desa.  

Dalam penelitian ini, terdapat 5 (lima) informan, yang terdiri dari 1 

orang Kepala Desa, 2 orang perangkat Desa, dan 2 orang Tokoh Masyarakat 

dari Desa Koto Aman. 
                                                           

46
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3, h. 88. 
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F. Sumber Data 

1. Data Primer 

Da$ta$ Primer a$da$la$h informa$si ya $ng bera$sa$l la$ngsung da$ri sumber 

a$slinya$, tida$k mela$lui pera$nta$ra$.
47

 Da$ta$ Primer dalam Penelitia$n ini a$da$la$h 

Kepa$la$ Desa$ beserta$ Sta$f Desa$ ba$gia$n pemerinta$ha$n da$n Ma$sya $ra$ka$t Desa $ 

Koto A$ma$n Keca$ma$ta$n Ta$pung Hilir Ka$bupa$ten Ka$mpa$r. 

2. Da$ta$ Sekunder 

Da$ta$ sekunder a$da$la$h informa$si ya$ng di kumpulka$n da$ri ta$nga$n 

kedua$ a$ta$u sumber la$in ya $ng tersedia$.
48

 Informa$si pendukung tersebut 

mela$lui studi kepusta$ka$a$n ya $itu denga$n mengguna$ka$n pera$tura$n 

perunda$ng- unda$nga$n ya$ng da$la$m hal ini Undang- undang Nomor 3 Tahun 

2024 dan buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

beserta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  

sekunder, adapun data tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar 

Bahasa Indoneisa (KBBI) dan kamus Bahasa Arab serta ensiklopedia. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data di peroleh dengan cara 

langkah- langkah sebagai berikut: 

 

                                                           
47

Etta Mangang Sari dan Sopiah, Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), h 171. 
48

Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h 27.  
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1. Observasi  (pengamatan) 

Yaitu cara atau teknik mengumpulkan informasi melalui 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang terjadi pada objek penelitian.
49

 Observasi dapat di lakukan 

secara langsung dan tidak langsung, karena yang di perlukan ketelitian dan 

kecermatan, dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, 

seperti daftar catatan dan alat perekam elektronik, kamera, dan sebagainya 

sesuai dengan kebutuhan. Adapun pada penelitian ini, peneliti turun 

langsung ke lapangan untuk melakukan observasi yang berlokasi di Desa 

Koto A’man Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

2. Wawancara  

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara 

pengumpul data (pewawancara) dan sumber informasi (informan).
50

 

Wawancara dapat dilakukan oleh peneliti secara individu atau 

berkelompok guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.  

Saat sedang melakukan wawancara, seseorang pewawancara 

diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas agar informasi 

menjawab pertanyaan yang diberikan, serta mencatat semua informasi 

yang dibutuhkan dengan benar. Ketika akan mewawancara harus 

memperhatikan teknik-teknik yang baik, seperti: memperkenalkan diri, 

                                                           
49

Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

h. 73 
50

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Gran it, 2010), h 72 
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menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, 

dan proses wawancara.  

Wawancara di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

pembangunan di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

Kampar, penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa 

instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada: 

Kepala Desa, staf Desa bagian pemerintahan dan Masyarakat di Desa Koto 

Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.  

3. Dokumentasi  

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya 

monumental dari seseorang.
51

 Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian.  

4. Studi Keputakaan  

Yaitu peneliti mengambil informasi dari buku-buku yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang diteliti.
52

 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan peraturan perundang-undangan nomor 3 Tahun 2024 dan 

buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian. 
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 82. 
52

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 171. 
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H. Teknik Analisis Data 

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang 

akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan 

analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis 

lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
53

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard 

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
54

 

3. Penarikan Simpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan seja$k awal, tetapi mungkin juga tidak, 
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Sugiyono, op.cit., h. 247 
54
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karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas.
55
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa oleh Pemerintahan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir 

Kabupaten Kampar telah sesuai terutama mengenai pembangunan Desa, 

yaitu sudah berjalan dengan baik. Namun demikian meskipun tahapan-

tahapan sudah terlaksana dengan baik, masih ada pelaksanaan yang kurang 

optimal, di antaranya dalam hal penanganan, dikarenakan akses 

masyarakat Desa terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang 

akan dilakukan di Desa. 

2. Faktor yang mendukung pembangunan infakstruktur  di desa Koto Aman 

yaitu dari pemerintah Desa tersebut yang mana mereka menjadi fasilitator 

dan koordinator melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan 

melangsungkan pertemuan dengan warga setempat, nah jika dilihat dalam 

pembangunan desa, pemerintah mengupayakan adanya keinginan yang 

didorong oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ada di desa disesuaikan 

dengan kepentingan utama baik itu dalam sektor pertanian, sektor 

pembangunan, peningkatan ekonomi ataupun tentang kebersihan 

lingkungan. 
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Faktor yang menjadi penghambat dalam Pembangunan Desa di 

Koto Aman ini adalah nya Masyarakat nya sendiri di mana Pro dan kontra 

menjadi hambatan permasalahan yang timbul antara orang yang setuju 

dengan yang tidak setuju dalam mengeluarkan pendapat. Jika dibiarkan 

menjadi provokasi, namun dalam hal ini faktor penghambat tidak berasal 

dari masyarakat saja, namun juga dari pihak pemerintah faktor 

penghambat dari pemerintah lebih kepada anggaran dana Desa sering 

tersendat sehingga membuat pelaksanaan pembangunan di Desa Koto 

Aman lama akan di proses. 

3. Perspektif fiqih siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang No. 3 

Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintahan Desa Koto Aman Kecamatan 

Tapung Hilir Kabupaten Kampar dinilai sudah cukup efektif. Hal ini 

dibuktikan dengan pembuatan suatu aturan yang sangat mudah dipahami 

dan mudah dimengerti serta menjalankan tugas dan menyampaikan 

amanah dengan baik kepada masyarakat, hal ini tentunya sesuai dengan 

prinsip dari Siyasah Idariyah, meskipun terkadang pelaksanaan sering 

terhambat disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara 

pemerintah dengan Masyarakat yang ada di Desa.  
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B. Saran 

Berdasrkan hasil studi dalam penelitian ini, maka penulis 

mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak, yaitu: 

1. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan jalan 

sebagaimana dalam penelitian, hendaknya kedepan Pemerintahan Desa 

dalam perbaikan atau pemeliharaan jalan sebaiknya sering melakukan 

survei. Begitupun juga dengan pembangunan lain yang atas kewenangan 

pemerintah daerah. 

2. Hendaknya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan yang sudah 

berjalan atau masih dalam proses pembangunan, diharapkan lebih 

berkontribusi dan berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku: 

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansari, Al-Jami„ Li Ahkam al-Qur‟an, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyya, 1993), Juz 33. 

Ateng Syafruddin Dan Suprin Na‟a, Republik Desa; Pergulatan Hukum 

Tradisional Dan Hukum Modren Dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung: 

PT Alumni, 2010). 

Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di 

Indonesia, (Renika Yogyakarta, 2000). 

Bambang Suggongo, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013). 

Didik Sukriono, Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonom; Kajian Politik Hukum 

Tentang Konstitus, Otonom Daerah Dan Pasca Perubahan Konstitusi, 

(Jakarta: Setara Press, 2013). 

Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Kencana, tahun 2003), cet. ke-1.  

Dwi Utami, rahajeng., Buku Lengkap Perencanaan Dana Desa, (Yogyakarta: 

Pixelindo, 2018). 

Etta Mangang Sari dan Sopiah, Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010). 

Ginandjar Kartasasmita, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang 

Berakar Pada Masyarakat, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997). 

Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 

1996). 

Islami, Jeddah: Majalah al-Iqtisad wa al-Idarah, Jami‟ah Malik abd al-„Aziz, 

Volume 17, Mei 1983 dan „Afar, Muhammad Abd al-Mun‟im, al-Takhtit 

wa al-Tanmiya fi al-Islam, (Jeddah: Dar al-Bayan al-„Arabi, 1985). 

Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah Penafsiran al-Qur‟an, 1971). 

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 

2011). 

Khatib Pahlawan Kayo, Kepemimpinan Islam dan Dakwah, (Jakarta: Amzah, 

2005), Cet. Ke-1.  



 

 

64 

Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014). 

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Ciputat: PT. Logos WacanaIlmu, 1997). 

Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa,  (Yogyakarta: Setara Pres, 

2015).Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: PT. Grasindo, 

2002). 

Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 

Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007). 

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Gran it, 2010). 

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet, ke-3. 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014). 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010). 

Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 1997). 

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM Idonesia, 2021). 

Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2015). 

Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010). 

Untung Muarif, Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni, 

(Yogyakarta: Mandala, 2000). 

Skripsi: 

Ahmad Suprastiyo, “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

(Suatu Studi di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro), 

(Skripsi: Universitas Bojonegoro, 2012). 

Harahap Yani Elisyapitri, “Tugas kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014”, (Universitas Islam Negeri 

Sumatra Utara, 2019). 

Mahdi Roy, “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) ditinjau dari Perspektif Siyasah Dustruriyah”, (Skripsi: UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019). 



 

 

65 

Puspita Nabila, “Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Desa”, (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar 

Kab. Lampung Selatan), Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2018).  

Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa, (Lampung: Hukum Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2016).  

Jurnal: 

Akhmad Berkatillah, “Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Desa Yang 

Dimediasi Oleh Partisipasi Masyarakat Pada Desa Ampukung Kecamatan 

Kelua Kabupaten Tabalong,” Jurnal Al-'Iidara Balad, Volume 4, Nomor 

1, (Agustus 2022). 

Denari Dhahana Edtiyarsih, “Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang 

Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan,” 

Dalam Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Tanjungpura),  Volume 12, Nomor 4, (December 2023). 

Devit Prasetyo Sejati, “Pengangguran Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan 

Dan Pembangunan Ekonomi,” Jurnal Akselerasi, Volume 2, Nomor 3, 

(November 2020). 

Hendra Mondong, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pembangunan Desa", Jurnal Governance, Volume 5, 

Nomor 1, (Februari 2013). 

Jatmiko, A Heru Nuswantoro, and Muhammad Junaidi, “Kewenangan Kepala 

Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Boyolali,” Jurnal Semarang 

Law Review (SLR), Volume 1, Nomor 2, (Desember 2022). 

Laili HuLukman Arake, “Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah", Dalam 

Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 3, Nomor 2, (Juli 

2019). 

Laili Hurriati, “Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Kube Waroh Dusun 

Penangka Desa Sesaot),” Jurnal Pendidikan Ekonomi dan 

Kewirausahaan, Volume 4, Nomor. 2, (Desember 2020). 

 

 



 

 

66 

Ridwan MT., “Analisis Harga Satuan Pekerjaan Dengan Metode BOW, SNI Dan 

Lapangan (Pekerjaan Pembangunan Di Desa Dengan Dana Desa Pekerjaan 

Semenisasi Jalan Desa),” Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan, Volume 

1, Nomor 1, (Juli 2022). 

Siti Nurhalimah and Ibnu Supriyadi, “Kewenangan Pendamping Desa Dalam 

Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,”  Jurnal Cahaya Ilmu, 

Volume 4, No. 1 (Mei, 2022).  

Sofia Pangemanan, et.al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

(Studi Di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten 

Bolaang Mongondow),” Jurnal Eksekutif, Volume 1, Nomor. 1 (Juni 

2017). 

Sri Handayani, “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Dan Partisipasi Masyarakat Desa,” Jurnal Sawala , Volume 

2, Nomor 2, (Agustus 2021). 

Umi Nurhanipah and Ruly Priantilianingtiasari, “Akuntabilitas Dana Desa Dan 

Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan 

Infrastruktur Desa,” Journal of Management and Bussines (JOMB) 5, no. 

1 (Juni, 2023). 

Retania Rizki,“Peran Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Siyasah Jurnal 

Hukum Tatanegara, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2022). 

Undang-Undang 

Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1).  



 

 

LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan bapak Sofyan selaku Kepala Desa pada tanggal 08 

Desember 2024 di Desa Koto Aman 

 

 

Wawancara dengan bapak Azrah Putra, S.kom selaku Sekretaris Desa pada 

tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman 



 

 

 

Wawancara dengan bapak Zul Fajri.S.tp selaku Kaur Desa pada tanggal 09 

Desember 2024 di Desa Koto Aman 

 

 

Wawancara dengan bapak Muhammad Sapril selaku warga Desa pada 

tanggal 09 Desember 2024 di Desa Koto Aman 

 



 

 

 

Wawancara dengan bapak Adi selaku warga Desa pada tanggal 09 Desember 

2024 di Desa Koto Aman 

 

 

Jalan di Desa Koto Aman 



 

 

 

 Lampu Jalan di Desa Koto Aman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://v3.camscanner.com/user/download








 

 

RIWAYAT HIDUP 

Nama Mhd. Afdan Saquro anak dari pasangan Darussalam 

dan Gusfitrianita, anak pertama dari tiga bersudara, lahir di 

Koto Aman, pada tanggal 10 Februari 2003. Saat ini 

beralamat di Desa Koto Aman Kecematan Tapung Hilir, 

Kabupaten Kampar, Riau. Jenjang pendidikan pertama kali di 

tempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar di SD N 

002 Koto Aman pada tahun 2009-2014, kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan studi di PonPes Al-Munawwarah pada tahun 2014-2020, kemudian 

penulis melanjutkan studi Strata-1 ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, melalui jalur UMPTKIN pada tahun 2021 pada program studi 

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. “Lakukan yang 

terbaik & berdo‟alah, Allah yang akan mengurus sisanya.” Berbekal motto hidup 

inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Serta berkat do„a kerja keras 

serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan 

dosen akademik Zulfahmi, M.H dan bapak Irfan Zulfikar, M.Ag beserta dosen-

dosen Fakultas syariah dan hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul: “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 

2024 TENTANG DESA DI DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG 

HILIR KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” dan 

Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhir nya penulis 

dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada hari Senin 

tanggal 26- Mei- 2025. 


